SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap
pendirian dan pengembangan satuan pendidikan
baik jalur formal maupun Non Formal yang
memenuhi standar pelayanan minimum sampai
dengan Standar Nasional Pendidikan harus
memperoleh izin dari Bupati sesuai
kewenangannya;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3
Peraturan Bupati Sukoharo Nomor 32 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang
Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Bupati mendelegasikan kewenangan dalam
hal penerbitan dan penandatangan perizinan dan
nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
dan Persyaratan Penerbitan Izin Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 199 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor 4132)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5882);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23 Lambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
236);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);



Menetapkan

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang
Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN
PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON
FORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan
PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala
Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo.

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo.

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah
atau perundang-undangan lainnya yang merupakan
bukti legalitas yang menyatakan sah atau
diperbolehkannya orang atau badan untuk
melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
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Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya
disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.

Pendirian Satuan PAUD adalah proses atau cara
mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan.

Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak,
Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan
Satuan PAUD Sejenis.

Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK
adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur
pendidikan formal yang menyelenggarakan program
pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia
S (lima) dan 6 (enam) tahun.

Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB
adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur
pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan
program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai
dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga)
dan 4 (empat) tahun.

Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat
TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur
pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan
program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai 6
(enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai
dengan 4 (empat) tahun.

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang
selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk
satuan PAUD jalur pendidikan Non Formal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak
sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara
mandiri atau terintregasi dengan berbagai layanan
kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan
sosial.

Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal adalah
proses atau cara mendirikan satuan pendidikan Non
Formal sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Pendidikan Non Formal selanjutnya disingkat PNF
adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan
berjenjang.

Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan Non
Formal yang terdiri dari Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP), Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM).



19. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disingkat
LKP adalah satuan pendidikan Non Formal yang
diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan
bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup,
dan sikap untuk mengembangkan diri,
mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri,
dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi.

20. Kelompok Belajar adalah Satuan Pendidikan Non
Formal yang terdiri atas sekumpulan warga
masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi
pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam
rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

21. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya
disingkat PKBM adalah satuan pendidikan Non
Formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan
belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas
dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
a. pemerintah kabupaten;
b. pemerintah desa;
C. orang perseorangan;
d. kelompok orang; atau
e. badan hukum.

(2) Satuan PNF dapat didirikan oleh:
a. orang perseorangan;
b. kelompok orang; atau
c. badan hukum.

Pasal 3

(1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan warga negara
Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b wajib mencantumkan kesepakatan
kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian
persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PNF
sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf c bersifat nirlaba yang berbentuk
yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.



Pasal 4

(1) Satuan PNF, terdiri atas:

a. LKP;

b. Kelompok Belajar;
c. PKBM; dan

d. Satuan PNF sejenis.

(2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf d terdiri atas rumah pintar, balai belajar
bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain
yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non
Formal dan Informal.

Pasal 5

(1) LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
pendidikan kecakapan hidup;

pelatihan kepemudaan,;

pendidikan pemberdayaan perempuan;

pendidikan keterampilan kerja;

bimbingan belajar; dan/atau

pendidikan non formal lain yang diperlukan
masyarakat.
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(2) KB yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
pendidikan keaksaraan;

pendidikan kecakapan hidup;

pendidikan pemberdayaan perempuan;
pengembangan budaya baca; dan/atau

pendidikan non formal lain yang diperlukan
masyarakat.
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(3) PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan
program:

pendidikan anak usia dini;

pendidikan keaksaraan;

pendidikan kesetaraan;

pendidikan pemberdayaan perempuan,;

pendidikan kecakapan hidup;

pendidikan kepemudaan;

pendidikan ketrampilan kerja;

. pengembangan budaya baca; dan

pendidikan non formal lain yang diperlukan

masyarakat.
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(4) Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan
program:
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan keaksaraan;
c. pendidikan kesetaraan;
d. pendidikan kecakapan hidup;
e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
f. peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau
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g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan
masyarakat.

Balai belajar bersama yang didirikan dapat

menyelenggarakan program:

a. pendidikan kecakapan hidup;

b. pendidikan pemberdayaan perempuan;

c. pendidikan kepemudaan;

d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau

e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan
masyarakat.

Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat

menyelenggarakan program:

a. pendidikan kesetaraan,;

b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik;
dan/atau

c. pendidikan nonformal lain yang  diperlukan
masyarakat.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

Pendiri mengajukan surat permohonan izin pendirian
Satuan PAUD dan PNF dengan melampirkan
persyaratan teknis dan administratif kepada Kepala
Dinas PM dan PTSP.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas PM dan PTSP paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan
didaftar mengirimkan berkas permohonan dimaksud
kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
untuk dimohonkan rekomendasi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk melakukan verifikasi berkas administrasi dan
teknis serta verifikasi lapangan yang hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan menerbitkan rekomendasi yang berisi
persetujuan atau penolakan pendirian Satuan PAUD
dan PNF.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan, dan
mengirimkan rekomendasi dimaksud kepada Kepala
Dinas PM dan PTSP.
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Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP
menerbitkan Izin Pendirian Satuan PAUD dan PNF
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi
diterima.

Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berisi penolakan pendirian Satuan PAUD dan PNF,
maka Kepala Dinas PM dan PTSP mengembalikan
berkas permohonan izin Satuan PAUD dan PNF
kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan
dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas dasar rekomendasi penolakan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), pemohon dapat mengajukan
proses permohonan izin yang baru seperti awal
setelah melengkapi catatan kekurangan persyaratan
yang telah direkomendasi oleh Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan
tertulis bahwa  dokumen  persyaratan yang
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Bentuk  Formulir Surat Permohonan, Surat
Pernyataan Keabsahan Dokumen dan Surat Izin
Pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

Persyaratan permohonan izin pendirian Satuan PAUD
dan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3) terdiri dari:

a. persyaratan administratif; dan

b. persyaratan teknis.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. fotokopi identitas pendiri;

b. surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau
Lurah; dan

c. susunan pengurus dan rincian tugas;

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas:

hasil penilaian kelayakan,;

Rencana Induk Pengembangan (RIP);

rencana pencapaian standar penyelenggaraan
paling lama 3 (tiga) tahun.

oo



10

(4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a meliputi :

a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas
tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk
penyelenggaraan PAUD dan PNF yang sah atas
nama pendiri;

b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan
hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau
badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum
atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri
disertai surat keputusan yang menunjukkan
adanya hubungan dengan organisasi induk; dan

c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk
kelangsungan lembaga paling sedikit 1 (satu)
tahun.

(5) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

memuat:
a. visi dan misi;
b. kurikulum;
c. peserta didik;
d. pendidik dan tenaga kependidikan;
e. sarana dan prasarana;
f. struktur organisasi;
g. pembiayaan;
(6) Dokumen  rencana pencapaian standar

penyelenggaraan  sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang
ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

(7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sampai dengan ayat (6) dituangkan dalam bentuk
proposal dengan dilampiri data dan/atau dokumen
pendukungnya.

Pasal 8

(1) Pendaftaran Permohonan Izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara dalam jaringan
(online).

(2) Untuk pendaftaran permohonan izin yang telah
dilakukan secara dalam jaringan (online), pengajuan
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dapat disampaikan dalam bentuk salinan
digital.

(3) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan
tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah,
benar, dan sesuai dengan fakta.
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Pasal 9

Izin pendirian Satuan PAUD dan PNF sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sepanjang Satuan PAUD
dan PNF masih beroperasional dan tidak ada perubahan
atau penutupan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PEGAWASAN

Pasal 10

(1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan
pembinaan atas pelaksanaan pendirian Satuan PAUD
dan PNF berdasarkan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa koordinasi, fasilitasi, bimbingan,
monitoring dan evaluasi.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Satuan
Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan atas
pelaksanaan pendirian Satuan PAUD dan PNF sesuai
dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke
lapangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Satuan PAUD dan PNF yang telah memiliki izin pendirian
dan/atau izin operasional sebelum berlakunya Peraturan
Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan
atau penutupan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2017 NOMOR 57

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA



